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Rumusan Jawaban Masail Waqi’iyyah Bahtsul Masail NU Jawa Timur 
Di Pon. Pes. Darussalam Blok Agung Banyuwangi 
15 - 17 Raiab 1425 / 31 Agt - 02 Spt 2004 

Mareti Non Muktamar 

1. KEDUDUKAN NEGARA RI PADA MASA SEKARANG 

Polemik tentang status Negara Republik Indonesia, seperti pemah diagendakan pada Muktamar NU ke- 
1 1 tahun 1936 (saat Negara menjadi jajahan Hindia Belanda) yang berakhir dengan mengambangkan 
status Daar al-Islam dan lebih menguat pilihan status Daar al-Shulh, akhir-akhir ini sengaja 
diwacanakan kembali terkait keinginan memberlakukan syariat Islam secara konstitusional. Nahdlatul 
Ulama secara konstitusional telah memandang bentuk NKRI sebagai final dan penghapusan 7 (tujuh) 
kalimat pada piagam Jakarta telah menjadi komitmen Jam’iyyah. 

Pertanyaan : 

a. Menurut perspektif hukum Islam, status hukum negara yang manakah yang pas untuk Negara 
Kesatuan Republik Indonesia pada masa sekarang.?. 

b. Apakah kebijakan konstitusinal UUD 1945 yang melindungi kebebasan menjalankan ajaran agama 
bagi segenap pemeluknya tidak proporsinal ?. 

c. Berdosakah umat Islam di Indonesia berhubung hukum positip tidak sepenuhnya memberlakukan 
syari’at Islam ?. 

(PW-NU Jawa Timur ). 


Jawaban : 

a. NKRI berstatus Dar al-Islam (bukan Daulah Islamiyyah) 

b. Kebijakan konstitusional UUD 1945 yang memberikan kebebasan kepada pemeluk agama untuk 
menjalankan ajaran agamanya adalah proporsional 

c. Sepanjang mereka punya komitmen dan upaya untuk berlakunya syaria’at secara menyeluruh, 
maka tidak berdosa 
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2. PEN GGUSURAN DAN KEPEMILIKAN TANAH 

Kasus pembebasan tanah dimana saja selalu menimbulkan sengketa karena masih adanya dua versi 
dalam konsep pemilikan atas suatu benda atau tanah. Konsep hukum pemilikan atas suatu benda, atau 
tanah yang disebut dengan IPSO FACTO (hak dapat sah karena kenyataan) seperti hak milik yang 
timbul karena seseorang menguasai benda/tanah terns menerus tanpa ada yang menegur, lama- 
kelamaan merasa sebagai miliknya. Dan ini yang banyak dipakai dalam pemilikan tanah oleh nenek 
moyang kita, secara turun temurun. Sementara konsep sebaliknya yang disebut IPSO JURE (hak dapat 
sah kalau berdasarkan hukum) seperti kasus-kasus pembebasan tanah-tanah negara, yang beralih fungsi 
menjadi hak milik perseorangan, perusahaan, maupun sosial, dengan dasar sertifikat, atau surat 
pengalihan kekuasaan. 

Persoalan : 

- Penggunaan hak milik negara oleh masyarakat yang terpinggirkan, pedagang kaki lima, pemukiman, 
yang selama ini dibiarkan, bahkan ada yang resmi mendapat ijin dari pemda setempat, ada pula yang 
bersertifikat, masih dapat dikalahkan oleh pengusaha-pengusaha besar untuk menggusur tempat- 
tempat mereka. Bagaimana dengan Pasal 33 (3) UUD 1945 dan konsep IPSO FACTO. 

Pertanyaan : 

a. Bagaimana konsep Islam yang sah dalam hak memiliki tanah jika disesuaikan dengan kasus-kasus 
dan konsep diatas ? 

b. Bolehkan pengusaha yang memenangkan tender penguasaan tanah, mengambil alih dengan secara 
paksa terhadap rakyat yang menempati, apalagi jika sebagian diantara mereka (rakyat) mempunyai 
hak dengan bukti surat/ sertifikat ? 

c. Jika kemudian ada ganti rugi atas pemilikan dari rakyat, namun belum sesuai yang diinginkan, 
(karena masih dibawah standar, tidak layak, mematikan usahanya dst.) bolehkah rakyat 
mempertahankan haknya dengan berbagai upaya terhadap pengambilan hak secara paksa ? 

(PC-NU Kabupaten Malang ) 


Jawaban : 

a. Kepemilikan atas tanah terjadi dengan beberapa cara, antara lain : Ihya’ul mawat, akad dan 
kholafiyyah (pergantian) baik pergantian itu orang dari orang (tawaruts) atau pergantian barang 
dari barang (ganti rugi) 

b. Tidak boleh karena posisi rakyat sebagai shohibul yad, kecuali pihak pengusaha punya bukti -bukti 
yang lebih kuat 

c. Dalam hal tanah itu milik rakyat secara sah, maka tindakan mereka diperbolehkan 
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3. SYIRKAH BAGI HASIL YANG SUDAH DIPASTIKAN 

Dikalangan masyarakat sekarang sudah banyak praktek muamalah yang mereka mengistilahkan 
syirkah bagi basil. Prakteknya pihak satu menyerahkan saham / modal kepada pengusaha atau pemilik 
toko dengan imbalan setiap bulannya dia (penanam saham) akan menerima uang / laba 25 %, (contoh ; 
menanam saham Rp. 1.000.000,- setiap bulan mendapat bagian laba Rp.25.000,- sedang modal 
Rp. 1.000.000,- masih utuh. 

Jadi pendapatan setiap bulan sudah dipastikan 25 % tanpa menghitung untung maupun rugi dan in i 
dilakukan dengan sama-sama rela tanpa adanya tuntutan dari pihak manapun jika teijadi kerugian 
(kerugian menjadi tanggungjawab pemilik toko/pengusaha). 

Pertanyaan : 

a. Adakah qoul yang memperbolehkan praktek muamalah dengan cara yang demikian itu ?. 

b. Jika teijadi kebangkrutan, bolehkah pengusaha/pemilik toko, menuntut penanam saham untuk 
menanggung bersama kerugiannya, meskipun sudah ada perjanjian dia penanggung jawab 
sepenuhnya ? 

(PC-NU.Kota Malang) 


Jawaban : 

a. Praktek muamalah sebagaimana digambarkan pada soal bukanlah termasuk syirkah atau qiradl 
(permodalan) yang dibenarkan oleh syariat Islam. Melihat prakteknya para musyawirin 
menyepakati bahwa muamalah tersebut dimasukkan dalam akad qardl (utang-piutang) yang 
mengandung syarat menguntungkan secara sepihak (pihak pemodal). Adapun hukum uang laba 
adalah haram jika dipersyaratkan dalam akad dan boleh jika disepakati diluar akad. 
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Tidak boleh, karena perjanjian / persyaratan itu tidak sesuai dengan hukum yang berlaku dalam 
akad utang-piutang, sehingga keberadaan syarat itu tidak mengikat. 
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4. DARAH HEWAN YANG DIBUAT ARANG SEBAGAI FILTER 
Deskripsi maslah : 

Untuk proses penyaringan, sterilisasi dan pemurnian beberapa produk cair dari kandungan 
zat-zat bawaan yang berbahaya bagi kesehatan manusia lazim digunakan sarana filter. Selama 
ini umumnya menggunakan bathok (tempurung) kelapa yang telah dijadikan arang untuk 
difungsikan sebagai filter. 

Belakangan muncul teknologi pendayagunaan darah hewan yang dihimpun dari sejumlah 
Rumah Potong Hewan (RPH) untuk difungsikan sebagai filter. Tentu saja darah hewan dari 
RPH tersebut harus dipanaskan sedemikian rupa hingga berubah menjadi arang. Diperoleh 
informasi peluang penggunaan teknologi filter eks darah hewan yang diarangkan itu 
melibatkan industri air meneral yang hasil akhirnya berupa air minum dalam kemasan gelas 
atau galon. 

Wacana Fiqh Yang Ada : 

Darah hewan sekalipun berasal dari sembelihan hewan yang halal dikonsumsi dagingnya, 
dihukumi haram untuk konsumsi. Kemungkinan penggunaan darah hewan untuk membasahi 
jaring (jala) para nelayan dilaut atau untuk memberi makan binatang buas dan ikan, selama 
ini tidak diperoleh ketegasan hukum yang melarangnya. Sementara pemberian status najis 
pada darah dari nash syar’i dikhususkan pada darah jenis haidl, nifas, istihadlah, darah yang 
keluar melalui anus (dubur) dan muntah darah. 

Masalah Hukum : 

a. Bolehkan menggunakan darah hewan yang sudah melalui proses pengarangan sebagai filter 
bagi penyaringan produk barang-barang cair ? 

b. Apa pula hukum mengkonsumsi / menggunakan produk-produk cair yang proses 
penyaringannya dengan menggunakan filter yang berasal dari darah diarangkan ? 

Jawab : 

a. Menggunakan darah hewan yang sudah melalui proses pengarangan sebagai filter bagi 
penyaringan produk barang-barang cair adalah diperbolehkan sekedar untuk islah (untuk 
alat memproses / mengolah agar mendapat hasil yang baik). 

b. Mengkonsumsi barang-barang atau cairan yang diproses dengan penyaringan filter yang 
berasal dari darah yang diarangkan juga boleh selama penggunan filter tersebut sesuai 
dengan alasan diatas. 

Referensi : 

1. A1 Madzahib al ‘Arba’ah Jl. 1/19 

2. Hasyiyah al Qulyubbi 1/76 (Darul Ihya’ al Kutubil al ‘Arabiyah) 

3. al ‘Aziz Syarah al Wajiz 1/249 

Ajc. (Jxj Ajli Aa Jl lilli (j-a Aj JxJ (jl j (ja Jill Aa Jl_i (jj3Aall jl (jAjaball JjiJl J ■ 1 
Ajc. J*J Ajli <— 1 jj j^j l_lL^al j\ A-i e Jl ^)Ja J o J (jJj3 £jAa j lilj Aia A_L^a3 J^joi j] j 
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5. PEMANFATAAN SERUM ULAR BERBISA UNTUK BAHAN BAKU OBAT. 

Deskripsi Masalah : 

Diwilayah negara yang banyak hidup berbagai jenis ular berbisa (seperti Srilangka, 
Bangladesh dan India) telah mentradisi sestem pemgobatan akibat gigitan ular berbisa dengan 
memanfaatkan cairan berbahan baku serum ular tertentu. Fakta keampuhan serum ular 
berbisa tersebut telah dikembangkan untuk memproduksi obat-obatan bagi proses 
penyembuhan bebagai jenis penyakit. Daya anti toksin (penangkal racun) yang membawa 
muatan anti biotik menjadi pertimbangan tersendiri oleh kalangan farmakologi. 

Wacana Fiqh Yang Ada : 

Hukum haram yang dilekatkan pada ular selama ini terbatas pada upaya memakan dagingnya. 
Anjuran untuk tidak membunuh ular sebagaimana terbaca dalam hadits nabi tertuju pada jenis 
ular yang masuk kerumah kediaman seseorang. Adapun pemanfaatan ular khusus pada kulit 
badannya setelah melaui proses penyamakan selama ini tidak diperoleh reaksi pelarangan dari 
kalangan fuqaha’. Perkenan memekai obat untuk ikhtiar penyembuhan penyakit sesuai nash 
syari’at sepanjang bukan bermateri khamr dan bukan obyek benda yang mutlak haram masih 
berada dalam wilayah vacum hukum dan siap untuk disikapi. 

Masalah Hukum : 

Dalam rangka mengantisipasi terhadap kemajuan perusahaan farmasi dan produk obat-obatan 
tradisional, bagaimana kepastian hukum pemanfaatan serum ular berbisa sebagai komponen 
bahan baku obat bagi proses penyembuhan (imunisasi) ancaman penyakit tertentu ? 

Jawab : Tidak boleh, kecuali penggunaan tersebut merupakan altematif terakhir untuk upaya 
penyembuhan suatu penyakit yang diderita. 

Referensi : 

1. A1 Bajuri H / 238 

2. Hawasyi asy Syarwani I /. 296 

3. AlMajmu’ IX/45-46 

4. A1 Majmu’ IX / 50 
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J jA^-a3 1 g j\c. Laj3 ^^Lal c-LAjLj ^2 ^slui j ‘tJc- 4i)Llli^a Ai jSLal j A-alLa ^Lil 

t." jail ^ '41 jjLoj (j* 0J4C- c_ajj^a Aj ^ jl Jliil jjajiila (j;\ ^siun j AalgL 
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^jA lAA j 1 aa] 1 j 'f~- i“ '1 i n' -v ‘il l 4 j3 £.|_jau ^jjL^. j* A ^a^J'jac. ajLuiL^aIL jl All I La'j 4 

^ ^jSAaII A-alui ^al AJjAa. ] i jj^i V A-il A_^j A_a3j t j^j^a^Jl ^La Ajj ‘ A)^*J? ‘ "~ > '- n ^J AJAAaII 
LaAl£^. ilA JAXJ V j (j-mll ^ jjj] Aj^aLk (JjVI (Jl jj^3 Ail Alllj A.^. jj A lllSIl 

(^gA j AhjC. (j-a Ijaj Aac. 4)1 t _ s -Aaj (jjiiS ChwI ilallia jl j^Jl All jj.,^ 11 j 4 jliLi LaA j t ( _gJtal^)ll 
0 j*jUa ^alui j AaIc. 41 (^glk-a 4)1 (J I jjl (J_ja]Ijj a1a£a]| (jj*Jl A5 j^)*--a A]aj3 

P L •' j AaIc- ajjI ^gJj^a ad I (_]^uij ^g]| All j lj£joia 4 m^l 4" >4 * .a tAmAall 1 ^aa. jy > «la ^VLaVI 

(j-a I jJjAia I ^gL I jUS ?lgjU]i J IgJl Jj| ^j-a aLI ^ Ic-lj VI 

oljj «^>a, ill ljJ^)Jal j ^alui j AaIc. Alii ^ lj.^1 Aul ^g£.|j I j 1'iHa i I LgJl^jjlj Ig ll lll 

(j! ^A^ali» AjI jj j 4^j1^a]| AiLiI jj Jail lAA tS^AA^ AlLI jj j* ^lma j ^^)LkAll 

tlg.<ala<a ^jll I jALL Aaj ^ 1^1 AAjiLmllj (_g jlAllI jjaa Laijj UjL^AAai cj^» J 

LaA2 (Jj«-^-l ,a] 4)1 ^jl» CluAa. j_]-a^J A-llc-j 4Aa5l4 Vj AlLajLa. j]| AajA 0-^.j (jli 

jj£ jj^j l-4lj lml^t>^l Jla o jjc. Aa^i p\ 1^1 Iml^)^ t0 ^4 |4) «^a!c- 

t(jAC. ~lw<-n c^njLi cdlLj 0 ^)a 4| jl tA»lLa |AA V Ajj ( tAliallA li^lc. jj$j\ l '*'- a 'l 1-^' 

Aa£^)J (j'j t»U4]| A-j cd] t ~, 'J.']- > ]| Jla ^]fl iOJ^C-J ^g^3LA]| Aj f Jj^a tA^lj t.njL* 

(jj£j Ji ^xm]! ^g5 ojAiiij t l-^g'-" Ia^Ij fz^jj ^»]j t^gjJLA]' LaAl£^. AlmLI ^gAS 

( jiilljb 50\9 ) ejl ^j^aVl 


6. SUPREMASI HUKUM DAN INDEPENDENSI LEMBAGA PERADILAN. 

Sebenarnya konsep negara memisahkan antara fungsi Eksekutif, Legislatif dan Judikatif, telah 
mengarah kepada independensi lembaga peradilan untuk menegakkan supremasi hukum. 
Namun karena penegakan hukum itu dijalankan oleh komponen Eksekutif dan dilaksanakan 
oleh birokrasi dan eksekutif tersebut sehingga sering disebut juga birokrasi penegakan 
hukum. Naifnya apabila yang berurusan dengan hukum adalah mereka sendiri (Eksekutif) 
independensi lembaga peradilan dan penegakan supremasi hukum sulit diwujudkan. 

Persoalan : 

- Sering kita saksikan proses hukum yang tidak dapat berjalan, ketika dihadapkan dengan 
persoalan yang menyangkut pejabat negara. 

- Pelaksanaan eksekusi hukuman yang masih membeda-bedakan status tahanan, baik 
tahanan luar maupun penjara, menunjukkan kebijakan hakim dan penegakan hukum, masih 
didominasi oleh pejabat negara dan kroni-kroninya. 

Pertanyaan : 

a. Bolehkan seorang hakim memberi keringanan hukum atas dasar pertimbangan setatus dan 
jabatan terdakwa.? 

b. Apa saja yang melatarbelakangi ketidak-mandirian lembaga peradilan di Indonesia, dan 
tepatkah itu dijalankan.? 

c. Bolehkan seorang penguasa (Presiden) memberikan ampunan kepada terpidana, dan 
sampai dimana batas ampunan yang diberikan.?. 

d. Tepatkah apabila pelaksanaan eksekusi hukuman dibedakan antara status terpidana pejabat 
dan rakyat (dengan alasan mereka tidur tanpa AC sudah tersiksa dll).?. 

Jawab : 

a. Memberikan keringanan hukuman atas dasar pertimbangan status dan jabatan terdakwa 
ialah : 
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& Tidak boleh dalam kasus - kasus hudud ( pidana ) 

Sedang untuk masalah ta’zir ( menjerakan ) boleh kecuali sesuai dengan pengetahuan 
dan kewajiban hakim.masalah yang berhubungan dengan hak adami ( hubungan sesama 
manusia/ pencuri,korupsi dll.) maka tidak boleh, kecuali dengan seizin yang 
bersangkutan ( yang dirugikan ) 

b. Masuk dalam masalah Maudlu’iyah 

c. Jawaban idem poin ( A ) di sesuaikan dengan kebijaksanaan yang terbaik bagi Qodlli 

d. Jawaban idem poin ( A ) tidak boleh, kecuali dalam masalah ta’zir 


Catatan : 

Bagi seorang hakim harus dapat mengetahui dan membedakan antara jenis -jenis hudud, ta’zir 
dan hak - hak Adami maupun hak - hak Allah. 

Jenis - Jenis 

Perampokan 
Perzinaan 
Mabuk - mabukan 
Dll 

Ta’zir : Pelanggaran hukum yang tidak berkaitan dengan di atas ( hudud ) 

Hak Adami : Hak yang berhubungan dengan sesama manusia ( seperti, hutang, mencuri 
ghasab dll. ) 

Hak Alloh : Hak atau pelanggaran yang langsung menghianati perintah Alloh 


Hudud : Pembunuhan 
Penganiayaan 
Pencurian 
Korupsi 


Referensi : 

1. Nihayatuzzain 370 

2. Muhaddzab 11/283 

3. Asbah wa an nadloir 274 

4. Mantsur fi qowa’id al fiqhiyah 11/20 ( darul kutub al ilmiyah ) 

5. Ahkamu as sulthoniah lil mawardi 236 ( darul fikr ) 

AblJ Aj dbal 3 bSjyall A_ila I A ,a\c. < g.1 j. ^ . >«' all V ^ 1 . 1 

( 370 Ajlgb ) jl j A UJali 

a . *.* 4 A_C- ^ q l - 1 1 ^^5 A^c> 1 Ajjj 1 _j I ^ 2 

U Jjaa jxJaka a_j bii (jjjLaij j aJc 4il ^ L^a <uil J dJlij 1 g ic. 4)1 C5 daj 

i_lb£-a ) AaJl 1 g j\c. d Aa-^a dlij A-aJali dbl£ j] JU 13 a Aj La 4)1 J jjojj 

(283\2 

AjleLaJbjJ jl AjIcAj jj Ajoda dj Jjj jl A^t^vLl Ai^iUal A judfa. (j-a ( SbC ) _3 

JjAaJl (Ja 

(274 jjlkillj oUdl ) 

Abl J ^LaVl Ac. jLbxJ b jA^JLiS Ac-lidll ^aJ^ab ^5^. I j*-a^.S J jjill (Jlii .4 

j t_i^.L^a Aj 3 ^ jadudl (jfLa 131 pLalaJl e jL^j j»LaVI Ac. jL (Jj 3 Lali A_a 3 Lull I 

1 g j-sl jj o^)\ j lg-}3 Aa. V La I A_i3 ^1 (j^ (j!^ (jj"®Lii.a\i 

t j£j ^131 A faJLoba Ig-jS Aclidll ^aJ QjAl 1^-jV V ^al ^aLaVI diiL £, I ^ 1 o 1 ^ tA A Cl\ Q 1*1< \ 1 

1— idlt jb 20 ! O' 3 (jjLM Ajg.Mll ^C.lj3 ^ jjiilall) ^31 L_l^d<a A_l3 


jji A^cla aJU, C_a!)tlk.L A (. ah A 'j JjAiJl ^^>du ^aJ C - J ji.1 '1<~- _5 

(_j-a i allAjj l_ij3]| i < a 1*1^. ' . .J AjI _jA_9 A^j 

(J AaILuJIj a-1321 (J&l (Jy® 4 AbLu-all (JaI (Jy° A_^JLi3 L_ipLi UAi.S A^jl Aj^Ij 

I^j^LujJ [ * )13 jlAajic. ^yjLilLlS JJC dllil^ll 1 .a l ** ~ 1 . jdll L ^ g-bl 1 

t. knadlL AijJ (j-a Aic ^jial^jcVL ojAi (3?. (j^ oj^Aa]| A jAaJl >3 

A^ (j' ^ ll-c _ u j 4_j3 ( a3aV (_^3]| i aLaAILoiVlAjCj ^a^l^ll AjjJ (Jya 

Aclidll ^ Abe A_j3 AclidJlVj Abe (2 

^jl ^ Aj j^iai ^alj ^aJjibll j A llaluill b^jSJ Aj3 
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A-jjl Jalmll t_lj 3 ]| (jc. ^jA*Jl (jLui (ja 4-l3 juj 1 1 (jl jjjai!i]| jl ^jiaJLlS ^iL-aVl (^jC-ljJ 

jb 236 : o 3 


7. PEMBELIAN FASILITAS UMUM DAN HAK CIPTA 

Perkembangan perekonomian dewasa ini semakin pesat, sehingga segala sesuatun yang ada 
akan dapat menghasilkan uang asal dengan kreatif. Termasuk tidak ketinggalan adalah upaya 
pemanfatan lahan-lahan umum, maupun tempat-tempat kosong untuk usaha. Seperti yang kita 
jumpai dengan istilah penguasaan atau pembelian hak. Dalam berbagai bentuk transaksi 
seperti : 

- Pembelian tempat fasilitas umum, dimana pembeli tidak bersetatus memiliki atas tempat 
tersebut, namun berhak menguasai, seperti dipasar-pasar, lahan parkir, lokasi trotoar dll. 

- Pembelian hak cipta dan hak penyiaran atas berita, penayangan dan karya tubs. 

Pertanyaan : 

a. Termasuk dalam transaksi apakah menurut pandangan syariat Islam pembelian tersebut, 
dan bagaimana hukumnya.? 

Jawab : 

Dalam permasalahan ini harus dibedakan antara pemanfaatan fasilitas umum, lahan-lahan 
strategis milik negara dan musyawirin masih terbatas membahas pemanfaatan fasilitas 
umum baik dengan sewa atau penguasaan. 

Pemanfaatan fasilitas umum selama tidak mengganggu hak-hak lain yang lebih umum 
(hak orang berjalan) maka boleh dengan mendapat izin dari pemerintah dan tidak boleh 
diperjualbelikan. 

Catatan : masalah pembelian hak cipta dan hak penyiaran belum dibahas. 

Referensi : 

1. AlHawi hi fatawi 1/129 -130 

2. A1 Jamal 3/594 

3 . A1 Hawi lil fatawi 1/153 

4. Sulaiman A1 jamal Ala Syarhil minhaj 3/594 

5. A1 jamal 3/594 


j ^j| 4_li3L] (j-aHAll j dlLill ^uikllLalj AliLlaluJl 4 Lall (JlSj _ J 

^ In 4_i3 e^iaj (jl LaAA^I j)lgAj e^ylaj l ^a 

(jl 1 1 21 a. ^»j]Ll (jl (_)jn]j J^l Jjjlll Aic. lu ^^L-aVlj jl^)jJaVI (ja ^Jt-iaj (_gAdiH (jC- 
4 _a 3 o^)laj (jl ^^liUl A^. (jj) Uaall (ja (j^i (jl^all ^^Jl (jjLuill (jjfLlj l^ija ^»Ajj 
La£ “La-ill (j-a J “^jdaJ (j-a £^a J ^ (j-a cP^^I (j-° l-^.!/L^a oljJ LaJS ^frla^a 

(jjg ~>^l ‘tl (_ya2 j ^j]| 13 a (j^l (JjjLuJI dll^all ^llaSlj (JLall c“ Hi (Jl_j-al 

C> OP-' tjl^l (^1 (jjLoill jl£ (_5^l J^ll jLi 131 j I J^-l cPjM' C5^" 

(^JjjLall (— Ll£ ^j^aVI 4-jl AjJa j^)]| ^ __^3 (_£3JI jA ^Llll 4-^- J^l . el (JjjfuiaJl 

(J j Vl e-3?Jl jLiill (_£ jL^Jl ).el ^LaVI ^UaS*^ LaJ.la!i 4-^.jll I^A (j^j (Ja.'NjV (jjLuJl jjL 

( 130 -129 : a- 

jjUaluJl jl£ jj|j o^jc-V j (jUaluill ^aLV l^-dc- dll £jJa J A^.V ^ J sllLa 1 31 j _2 

UjL La L- (^Lj (Jj ^iaLdl j)li jjVI L-lllill jA La £ dll j-a ^ j IaLI AjiiaSl 

lAllaC.S 131 j .^ixjal q°l ^-L (jli I g » JJ ^JaLall jj^jV J «-Luj (^^La ^ia LgX-l jlil (jl Jaluil] j (jUaluJl 

.( 594 ! O'* 3 t* <11*11 f.3^11 (_l , a^ll ) °l dj 

(j^)Ul j (jl _jjaiVl d-lLa (ja LuJa j-a (jLuiil (ja jl ^aLaVI j)l jA j (jl^jVI ^Ua3l Lai _3 
4 » ]a°il j] j L_jAAa]| jA I3 a ft^Lall (jl£l3l jj^jS ^l^)2dll j AjS (jal-^jl AjuoiI j]| 

.( 153 ! CJ- 3 (J jV I 5-3?Jl iS jl-^ (_£ jl-^Jl ) ■4 j ^ jl (jj^Jj 4^1ajV ■4-ia LuJa ja (jUaluJl 
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L_U <o3 £jJa LaAA^i \ _4 

(jl 4 a 3 (JUL (jl ^gjLAAJ Ia^j^Aj A * iVa\l j . j (JjV _jJ m ^3 jaII ^sl ^jA La£ AjdLa^l Jai^J 

AjtiLa A jl (JJaC. V_j j»A ^ j^Aj SjLall Jjj 1 ^~* V_j OJAC- ^l-SAjl-A ^1*3 

£Aa^J o^^VI Aaa^Jj Vlj tdli ^Ic. A_La (_ja3^jC- Ail ^j^aVj I^aL^ (j^ J^iJI 

.( 594 ! o- 3 aaJIaII c.^yaJI ^}i i<a\l (_5-lc- Ua^JI (jLttjlui ) 

Aaa^I (jlj t^Aj ^ajLj Ma ^aIaII L-l^sVIj ^)iaj 4 a 3 V ^al j»LaVI (_j-a (jil (^j-lc. LgA ^liUj^l 1 S3 jAA ^A .5 

.( 594 ! o - 3 i^aIIaII f- 3 ^^ ) s^>^Vl 


b. Siapakah yang berhak memberikan izin dan standar harga, dan bolehkah jika diukur 
dengan pribadinya, tanpa pertimbangan dari fihak yang berkait.?. 

(FMPP.Jatim/PP.Lirboyo ) 


Sub b belum terjawab. 

Rumusan Jawaban Ini Dipersiapkan Oleh LBM NU Jatim 


